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ABSTRAK 

 

Chrismondari       : Akuntansi Belanja Jalan Satuan Kerja Dinas 

Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, 

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti belanja yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina 

Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

untuk mengetahui akuntansi belanja jalan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana 

akuntansi belanja jalan di Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera 

Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecendrungan belanja jalan 

Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal 

Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anggaran belanja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan dari sisi besaran alokasi dana yang dibelanjakan. Belanja dapat 

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran 

belanja akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan 

sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian apabila terealisasi dengan baik.  

Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja dapat menjadi komponen 

yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-

sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada 

gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan 

akan berdampak kepada perekonomian secara luas. 

Pada dasarnya pemerintah mempunyai peran sebagai aktor sekaligus 

fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran tersebut dilakukan baik 

oleh pemerintah pusat selaku pengawal perekonomian nasional, maupun 

pemerintah daerah dalam konteks perekonomian lokal. Peran sebagai aktor 

terutama akan dilakukan oleh pemerintah melalui belanja-belanja yang mampu 

secara langsung mendorong pergerakan roda perekonomian, baik di tingkat 

nasional maupun lokal, semisal melalui pembangunan infrastruktur atau 

pembangunan sarana layanan publik yang vital seperti jalan dan jembatan. 



 
 

Sementara peran sebagai fasilitator akan lebih banyak ditunjukkan melalui 

kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui 

kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal.  

Ketersediaan anggaran belanja pemerintah yang sangat terbatas dan masih 

harus diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera 

diselesaikan, maka pengalokasian belanja harus dilakuan secara hati-hati dan 

bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat 

menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, 

pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan pemerintahan yang 

baik sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien.  

 Dalam belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang 

menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut 

jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), klasifikasi belanja 

menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK, maka 

salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini oleh entitas pelaporan 

dan/atau entitas akuntansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah adalah dalam menyusun perencanaan dan anggaran agar sesuai dengan 

bentuk dan format laporan keuangan. Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah 

penting adalah bagaimana mengakui, mengukur, dan mengungkapkan belanja 

sebagaimana tersebut di atas. 



 
 

 Belanja merupakan uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 belanja adalah semua 

pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Karena menyangkut 

pengeluaran yang akan diminta pertangggungjawabannya maka diperlukan 

adanya suatu pencatatan atau akuntansi atas kegiatan yang dilakukan instansi, 

seperti belanja. Dengan adanya akuntansi terhadap belanja, akan didapat 

informasi mengenai anggaran, realisasi maupun kinerja dari suatu instansi serta 

menilai akuntabilitas dari suatu instansi. 

 Akuntansi belanja dapat memberikan informasi mengenai bagaimana 

anggaran yang sudah ditetapkan dibelanjakan. Dari anggaran yang terealisasi, 

maka akan didapat arah belanja yang dilakukan pemerintah atau instansi, seperti 

belanja baru, belanja pemeliharaan dan sebagainya.  

Jalan merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan 

ekonomi suatu negara, dan ketersediaan tersebut sangat menentukan tingkat 

efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan jalan merupakan Public 

Service Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. 

Keberadaannya sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase  awal 

pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh 

Pemerintah yang dibiayai dari APBN murni. 

Pembangunan jalan merupakan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat 

khususnya dalam pertumbuhan perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya, 



 
 

dengan adanya pembangunan yang dilakukan daerah maka kesejahteraan dan 

peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan akan terpenuhi.  

 Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi, diharapkan dapat 

menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, 

mobilitas manusia, barang, dan jasa. Apabila prasarana jalan terus menerus 

dikembangkan agar semakin handal, maka jalan akan menjadi salah satu faktor 

yang memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi. Hal tersebut juga 

akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam perekonomian nasional, 

yang selanjutnya diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi nasional terhadap 

perekonomian internasional.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu 

karya ilmiah berbentuk tugas akhir “Akuntansi Belanja Jalan di  Satuan Kerja 

Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina 

Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.” 

1.2     Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan, Bagaimana akuntansi belanja jalan dan kecendrungan belanja jalan 

di Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat 

Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum ? 

 

 

 



 
 

1.3    Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui akuntansi belanja jalan Dinas Prasarana Jalan Provinsi 

Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan 

Umum. 

2. Untuk mengetahui kecendrungan belanja jalan Satuan Kerja Dinas 

Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum  dari tahun ke tahun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakuakan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai akuntansi belanja jalan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas 

Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum. 

2. Bagi dinas, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk 

mengetahui akuntansi belanja jalan yang lebih baik. 

3. Bagi pembaca, penlitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

bacaan atau bahan pertimbangan yang berguna dalam mengetahui 

akuntansi belanja jalan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Prasarana 

Jalan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

1. Dari data dan sumber yang peneliti dapat pada Satuan Kerja Dinas Prsarana 

Jalan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan belanja, belanja instansi 

tersebut lebih banyak kepada program penyelenggaraan jalan. Belanja 

tersebut seperti pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan 

nasional, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pemeliharaan berkala atau 

rehabilitasi jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan 

sarana kantor. 

2. Dari tahun ke tahun Anggaran belanja jalan Satuan Kerja Dinas Prsarana 

Jalan Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 

anggaran belanja sebesar Rp. 47.238.701.000,- sedangkan yang terealisasi 

sebesar Rp. 47.205.407.000,-. Tahun 2010 anggaran belanja mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 61.999.340.000,- dari 

anggaran belanja, yang terealisasi sebesar Rp. 61.712.606.000,-. Untuk 

tahun 2011 anggaran belanja infrastruktur Satuan Kerja Dinas Prsarana Jalan 

Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 52.795.687.000,- 

dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 51.449.394.000,-. Pada 

tahun 2012 anggaran belanja juga mengalami penurunan seperti tahun-tahun 



 
 

sebelumnya, anggaran belanja sebesar Rp. 41.874.451.000,-  dan yang 

terealisasi 

sebesar Rp. 41.861.219.000,-. Jadi dari tahun 2009 sampai tahun 2012 

anggaran dan realisasi belanja infrastruktur Satuan Kerja Dinas Prsarana 

Jalan Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi, terjadi kenaikan di 

tahun 2010 dan menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2012. 

 

5.2   Saran 

1. Lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja jalan, sehingga tidak 

akan terjadi penyalahgunaan anggaran. 

2. Memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya agar tercapai anggaran yang efektif 

dan efisien serta transparan. 

3. Dalam penelitian banyak keadaan atau kondisi jalan yang menjadi ruang 

lingkup kerja instasnsi yang belum terkelola dengan baik, diharapkan dengan 

anggaran yang sudah terealisasi, kondisi tersebut dapat terkelola sehingga 

dapat dimanfaatkan. 
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